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ABSTRAK 

Pasal 192 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan 
bahwa “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 
penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggara angkutan, kecuali disebabkan 
oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kesalahan penumpang, 
selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab 
perusahaan PT. Bintang Lestari Tour terhadap penumpang, faktor apa saja yang terjadi sehingga 
tidak terpenuhinya tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang dan upaya yang dilakukan 
pemilik perusahaan untuk memenuhi hak-hak penumpang.  Penelitian ini merupakan penelitian 
yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam hasil penelitian, pemilik perusahaan 
memiliki itikad baik untuk memenuhi tanggung jawab terhadap penumpang dengan 
mengasuransikan penumpang, memenuhi standar keselamatan, dan kenyamanan. Selanjutnya 
dalam hal terjadinya kecelakaan, tidak dapat sepenuhnya disalahkan perusahaan dan supir saja, 
namun bagi penumpang sangat perlu kesadarannya memperhatikan prinsip kehati-hatian 
selama perjalanan. Faktor yang menghambat pemenuhan tanggung jawab perusahaan adalah 
kesadaran antara supir dan penumpang. Disarankan perusahaan memberikan konstribusi untuk 
meningkatkan tanggung jawab dan keselamatan bagi penumpang, serta memberikan 
pemahaman yang baik terhadap penumpang dan supir untuk menyadari akan tanggung jawab 
serta kewajibannya  untuk menimalisir terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian 
pada penumpang 

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, Keselamatan dan Keamanan 

ABSTRACT 

Article 192 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road 

Transportation states that "Public transportation companies are responsible for losses 

suffered by passengers who die or are injured due to transportation organizers, unless 

caused by an incident that cannot be prevented or avoided due to passenger error, 

furthermore, the purpose of this study is to determine how the responsibility of the 

company PT. Bintang Lestari Tour towards passengers, what factors occur so that the 

company's responsibility towards passengers is not fulfilled and the efforts made by the 
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companyowner to fulfill passenger rights. This study is an empirical legal study with a 

qualitative approach. In the results of the study, the company owner has good intentions 

to fulfill his responsibility towards passengers by insuring passengers, meeting safety 

standards, and comfort. Furthermore, in the event of an accident, the company and driver 

cannot be completely blamed, but passengers really need to be aware of the principle of 

caution during the trip. The factor that hinders the fulfillment of the company's 

responsibility is the awareness between the driver and passengers. It is recommended 

that companies contribute to increasing responsibility and safety for passengers, as well 

as providing a good understanding for passengers and drivers to be aware of their 

responsibilities and obligations to minimize accidents that result in losses for passengers. 

Keywords : Responsibility, Company, Accident and Safety 

1. Latar Belakang Permasalahan 

 

Seìcara eìtimologis, transportasi beìrasal dari bahasa latin yaitu transportareì, trans 

beìrarti seìbeìrang, atau seìbeìlah lain, dan portareì beìrarti meìngangkut atau meìmbawa. 

Deìngan deìmikian, transportasi beìrarti meìngangkut atau meìmbawa seìsuatu keìseìbeìlah lain 

atau suatu teìmpat keì teìmpat lainnya. Transportasi dapat dideìfinisikan deìngan usaha atau 

keìgiataan meìngangkut atau meìmbawa barang dan/atau peìnumpang dari suatu teìmpat keì 

teìmpat lainnya.1 

Jasa peìngakutan peìnumpang meìmiliki peìran yang sangat peìnting dalam keìhidupan 

masyarakat, sama halnya dalam dunia peìrdangangan, bahkan peìngangkutan meìmeìgang 

peìranan yang mutlak, seìbab tanpa adanya peìngangkutan masyarakat meìngalami keìsulitan 

untuk beìrpeìrgian kareìna tidak meìmiliki keìndaraan pribadi. Alat transportasi di indoneìsia 

meìliputi transportasi darat, laut, udara keìtigannya meìmiliki peìranan peìnting seìbagai alat 

angkut orang maupun barang kareìna hampir seìmua keìgiatan eìkonomi dan keìgiatan 

umumnya masyarakat beìrjalan deìngan lancar. 

Peìran peìnting seìktor angkutan dapat diwujud seìcara optimal deìngan dukungan 

beìrbagai aspeìk yang teìrkait deìngan peìnyeìleìnggaraan angkutan, dimana salah satu aspeìk 

yang strateìgis adalah teìrkaitan deìngan peìngaturan hukum dalam peìnyeìleìnggaran 

angkutan. Peìnyeìleìnggaraan angkutan meìlibatkan beìrbagai pihak baik itu pihak 

 
       1.Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 2003, hlm.14 
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peìmeìrintah, pihak swasta maupun pihak masyarakat, dimana masing-masing meìmiliki 

hak dan keìwajiban misalnya untuk peìrusahaan angkutan umum dan peìnumpang, tidak 

teìrleìpas dari konteìks untuk meìmbeìrikan keìpastiaan dan tanggung jawab bagi peìnumpang 

seìbagai salah atu pihak dalam angkutan (angkutan umum). 

Peìrtanggung jawaban peìngangkutan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2009 Teìntang Peìrlindungan Konsumeìn Pasal 19 ayat (1) yang meìnyatakan 

bahwa peìlaku usaha beìrtanggung jawab meìmbeìrikan ganti rugi atas keìrusakan, 

peìnceìmaran dan/atau keìrugian konsumeìn akibat meìngkonsumsi barang atau jasa yang 

dihasilkan atau dipeìrdagangan. Namun pada keìnyataanya masih ada peìngeìmudi yang di 

anggap meìnimbulkan keìrugian bagi peìnumpang baik seìcara keìrugian (mateìril) maupun 

(inmateìril) seìpeìrti keìnyamanan yang dirasakan oleìh peìnumpang misalnya bau badan, bau 

rokok, dan peìnggeìmudi yang meìngeìmudi seìcara ugal-ugalan yang meìnyeìbabkan 

peìnumpang seìbagai korban. 

 

Meìnurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Lintas 

dan Angkutan jalan, standar peìlayanan angkutan orang yaitu : 

Peìrusahaan Angkutan wajib meìmeìnuhi standar peìlayanan minimal yang meìliputi : 

a. Keìamanan 

b. Keìseìlamatan 

c. Keìnyamanan 

d. Keìteìrjangkauan 

e. Keìseìtaraan; dan 

f. Keìteìraturan. 

 Namun jika teìrjadinya keìrugian teìrhadap peìnumpang, maka peìngangkut dianggap 

meìlawan hukum teìrhadap peìnumpang, dan peìnumpang yang meìngalami keìrugian beìrhak 

meìnuntut ganti rugi keìpada peìngangkut beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Teìntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seìlanjutnya Pasal 192 Ayat (1)  

meìnyeìbutkan :” Peìrusahaan Angkutan umum beìrtanggung jawab atas keìrugian yang 

dideìrita oleìh peìnumpang yang meìninggal dunia atau luka akibat peìnyeìleìnggaraan 

angkutan, keìcuali diseìbabkan oleìh suatu keìjadian yang tidak dapat diceìgah atau dihindari 

atau kareìna keìsalahan peìnumpang.2 

 
       2  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
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Istilah ”Peìngangkutan” beìrasal dari kata “angkut” yang beìrarti “meìngangkut atau 

meìmbawa”, seìdangkan istilah “Peìngangkutan” dapat diartikan seìbagai “Peìmbawaan 

barang-barang atau orang-orang (peìnumpang)”.3 

Angkutan adalah sarana untuk meìmindahkan orang atau barang deìngan tujuan 

meìmbantu orang atau keìlompok orang meìnjangkau teìmpat yang dikeìheìndakinya. 

Angkutan umum adalah angkutan peìnumpang yang dilakukan deìngan sisteìm seìwa atau 

bayar. Teìrmasuk dalam peìngeìrtian angkutan umum seìpeìrti angkutan kota, bus, mini bus, 

keìreìta api, angkutan air dan angkutan udara.4 

 Beìrdasarkan praktinya pada  PT. Bintang Leìstari Tour  masih teìrdapat beìbeìrapa 

kasus keìceìlakaan dan keìamanan pada peìnumpang. Kasus-kasus dapat diseìbabakan oleìh 

beìrbagai faktor yaitu seìpeìrti keìlalaian peìngeìmudi, kondisi keìndaraan dan lainnya. Maka 

dari itu peìrlu adanya peìrlindungan hukum yang meìmadai teìrhadap keìseìlamatan dan 

keìamanan peìnumpang. 

             Hasil surveìi peìndahuluan yang meìngalami peìrmasalahan yang meìnimbulkan 

keìrugian bagi peìnumpang di PT. Bintang Leìstari Tour, teìrhitung seìjak 2022 - 2023, 

dikeìtahui bahwa jumlah keìrugian peìnumpang dikeìlompokkan meìnjadi tiga yaitu, 

keìrugian yang dialami korban luka ringan, korban luka beìrat, dan korban yang meìninggal 

dunia. Adapun data yang didapat teìrkait peìngeìlompokan keìrugian ini, untuk korban luka 

ringan pada tahun 2022 beìrjumlah 2 korban dan pada tahun 2023 beìrjumlah 3 korban. 

Keìmudian untuk korban luka beìrat, pada tahun 2022 tidak ada korban yang meìngalami 

keìrugian, pada tahun 2023 teìrdapat 1 korban, dan keìrugian yang teìrakhir korban yang 

meìninggal dunia, pada tahun 2022 beìrjumlah 2 orang korban dan pada tahun 2023 

beìrjumlah 2 orang korban.5 

 
       3  Sigit Sapto Nugroho, Hilma Syahrial, Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum 
Terhadap Penumpang Transportasi Udara, Solo, Pustaka Iltizam, 2009, hlm.8 
       4 Suarjoko Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Bandung: ITB Press, 2002), hlm 
15. 
         5  Hasil Data Wawancara Survei Pendahuluan Dengan Pemilik PT. Bintang Lestari Tour, Banda Aceh, 
Tanggal 18 Mei 2024, Jam 12:48 WIB. 
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Beìrdasarkan peìrmasalahan diatas, maka meìnarik untuk dikaji dan dianalisis leìbih 

dalam meìngeìnai Tanggung Jawab Peìrusahaan Teìrhadap Keìseìlamatan Dan Keìamanan 

Peìnumpang di PT. Bintang Leìstari Tour deìngan rumusan masalah seìbagai beìrikut: 

Bagaimana Tanggung Jawab Peìrusahaan di PT. Bintang Leìstari Tour Teìrhadap 

Peìnumpang ?  Faktor apa saja yang teìrjadi seìhingga tidak teìrpeìnuhinya tanggung jawab 

seìbagai peìlaku usaha teìrhadap peìnumpang dalam kasus keìceìlakaan lalu lintas ? Apa saja 

upaya yang dilakukan seìbagai peìmilik usaha untuk meìmeìnuhi hak-hak peìnumpang ? 

 

2. Metode Penelitian  

 

Peìneìlitian ini meìrupakan peìneìlitian hukum deìngan peìndeìkatan yuridis eìmpiris yang 

dilakukan deìngan meìneìliti seìcara langsung keì loìkasi peìneìlitian untuk meìngeìtahui 

peìneìrapan peìraturan peìrundang-undangan yang beìrkaitan deìngan peìneìgakan hukum, 

seìrta meìlakukan wawancara deìngan reìspoìndeìn dan infoìrman yang dianggap dapat 

meìmbeìrikan infoìrmasi meìngeìnai peìmasalahan yang diteìliti.6 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Keamanan 

Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour  

 

        Deìngan beìrlakunya Undang-Undang Noìmoìr 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan meìnjadi landasan noìrmatif dilaksanakannya peìngangkutan di 

indoìneìsia. Meìskipun adanya peìraturan peìrundang-undangan yang meìnjamin keìseìlamatan 

bagi peìnumpang, namun pada faktanya masih teìrdapat peìnyeìleìweìngan atau peìlanggaran 

dalam peìlayanan peìngangkutan. Seìbagaimana yang diseìbutkan pada Pasal 141 ayat (1) 

UULLAJ bahwa peìrusahaan angkutan umum wajib meìmeìnuhi standar peìlayanan yang 

 
        6 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77 
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meìliputi keìamanan, keìseìlamatan, keìnyamanan, keìteìrjangkauan, keìseìtaraan, dan 

keìteìraturan.  

           Meìnurut peìnyataan dari peìmilik PT. Bintang Leìstari Toìur dapat disimpulkan 

peìrusahaan sangat meìnyeìsal teìrjadinya keìceìlakaan teìrseìbut yang meìnimbulkan keìrugian 

dan trauma bagi peìnumpang, dan peìrusahaan beìrusaha meìningkatkan standar 

keìseìlamatan untuk meìngurangi jumlah keìceìlakaan yang meìlibatkan peìngguna jasa 

meìreìka. 

            Peìrlindungan hukum bagi peìnumpang  beìrdasarkan Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) diatur dalam Buku III teìntang Peìrjanjian Peìrdata, Bagian VIII teìntang 

Peìrjanjian Peìngangkutan. Beìrdasarkan KUHD peìnumpang meìmiliki hak-hak seìbagai 

beìrikut : 

1. Hak untuk meìndapatkan peìlayanan yang aman dan nyaman. 

2. Hak untuk meìndapatkan ganti rugi apabila teìrjadinya keìceìlakaan. 

3. Hak untuk meìndapatkan infoìrmasi yang jeìlas teìntang jasa yang ditawarkan. 

          Peìnumpang meìmiliki hak untuk meìngajukan klaim ganti rugi jika teìrjadi keìjadian 

yang meìrugikan meìreìka. Oìtoìritas Keìmeìntrian Peìrhubungan dan aparat peìneìgakan 

hukum, beìrtanggung jawab meìmastikan peìneìrapan UULAJ pada peìrusahaan beìrjalan 

seìsuai deìngan standar keìamanan dan keìseìlamatan yang diteìtapkan, seìhingga peìnumpang 

yakin meìnggunakan jasa yang patuh teìrhadap hukum deìmi keìamanan. 

           Pihak dinas Peìrhubungan meìnsoìsialisasikan keìpada supir dan peìnumpang 

meìngeìnai peìntingnya keìseìlamatan dan keìamanan dalam beìrkeìndara, seìpeìrti 

meìnggunakan sabuk peìngaman, tidak meìnggunakan poìnseìl saat beìrkeìndara. Dan 

peìnumpang wajib meìmiliki tikeìt untuk meìngantisipasi keìtika teìrjadi seìsuatu atau 

keìrugian pada saat peìrjalanan seìdangkan supir harus meìngeìceìk keìlayakan keìndaraan 
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seìpeìrti reìm, peìdal gas, doìngkrak dan soìda api. Pihak teìrkait sangat beìrharap teìrhadap 

peìrusahaan untuk meìnyeìdiakan peìlatihan SDM supir, tidak hanya meìmpeìrkeìrjakan 

beìrdasarkan peìngalaman lama meìnjadi supir, teìtapi meìmiliki dasar meìnjadi supir yang 

proìfeìsioìnal dan seìtiap supir seìbaiknya meìmiliki pakaian reìsmi seìbagai ideìntitas apabila 

teìrjadi keìceìlakaan ada ideìntitas yang meìleìkat pada supir supaya mudah meìmbeìdakan 

yang mana supir dan peìnumpang “.7 

           Dari peìrnyataan teìrseìbut dapat disimpulkan bahwa, dinas teìrkait seìlalu 

meìngsoìsialisasikan meìngeìnai peìntingnya keìseìlamatan dan keìamanan. Peìnumpang wajib 

meìmiliki tikeìt kareìna syarat peìncairan jasa raharja apabila teìrjadi keìceìlakaan harus 

meìmiliki tikeìt, supir harus meìmeìnuhi standar keìseìlamatan peìnumpang dan keìndaraan 

deìngan uji KIR.  

Dalam Pasal 191 Undang-Undang Noìmoìr 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan meìnyatakan bahwa peìrusahaan angkutan umum beìrtanggung jawab atas 

keìrugian yang diakibatkan oìleìh seìgala peìrbuatan oìrang yang dipeìkeìrjakan dalam keìgiatan 

peìnyeìleìnggara angkutan. Dalam hukum peìngangkutan teìrdapat prisip tanggung jawab 

yang meìnjadi dasar untuk meìmbayar ganti keìrugian teìrhadap peìnumpang, prinsip 

teìrseìbut yaitu: 

a. Preìsumptioìn Oìf Liability 

         Prinsip ini meìrupakan “praduga bahwa peìngangkut seìlalu beìrtanggung 

jawab namun dibutuhkan peìmbuktian teìrleìbih dahulu”. Koìnseìp prinsip ini 

meìneìkankan beìban peìmbuktian harus ada peìrjanjian peìngangkutan, yaitu beìrupa 

 
        7 Mohd. Ageng Syah Mistar, Pegawai Lapangan Dinas Perhubungan, Wawancara Tanggal 2 Oktober 
2024, Jam 14 :30 
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peìmbeìlian tikeìt, kareìna apabila peìnumpang meìmbeìli tikeìt beìrada dibawah 

peìngawasan peìngangkutan. 

      Peìrusahaan dapat meìmbeìbaskan diri dari tanggung jawabnya apabila dapat 

meìmbuktikan : 

a) Keìrugian teìrseìbut diseìbabkan oìleìh malapeìtaka yang tidak dapat diceìgah atau 

dihindarinya atau beìrada diluar keìkuasannya. 

b) Ia teìlah meìngambil seìmua tindakan yang dipeìrlukan untuk meìnghindari timbulnya 

keìrugian. 

c) Keìrugian yang timbul bukan kareìna keìsalahannya; 

d) Keìrugian yang ditimbulkan oìleìh keìseìlahan dari peìnumpang seìndiri atau kareìna cacat, 

sifat atau mutu barang yang diangkut. 

b. Preìsumsptioìn Oìf Liability 

          Prinsip ini meìrupakan “ praduga bahwa peìngangkutan seìlalu tidak 

beìrtanggung jawab”, untuk barang bawaan peìnumpang beìrada dibawah peìngawasan 

peìnumpang itu seìndiri. Beìban peìmbuktian prinsip ini ada pada peìnumpang. 

c. Baseìd Oìf Fault 

           Prinsip ini meìrupakan tanggung jawab  atas keìsalahan yang diatur dalam Pasal 

1365 KuhPeìrdata meìnyeìbutkan bahwa, ‘’ Tiap peìrbuatan meìlanggar hukum yang 

meìmbawa keìrugian keìpada oìrang lain, meìwajibkan oìrang yang kareìna salahnya 

meìneìrbitkan keìrugian itu, meìwajibkan oìrang yang kareìna salahanya meìneìrbitkan 

keìrugian itu, meìngganti keìrugian teìrseìbut” atau dikeìnal deìngan peìrbuatan meìlawan 

hukum (oìnreìchtmatigeìdaad). Adanya peìrbuatan meìlawaan hukum kareìna adanya 

peìrjanjian, seìbagaimna yang teìlah diteìntukan dalam Pasal 1353 KuhPeìrdata. 

d. Absoìluteì atau Strict Liability 
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          Prinsip ini meìmiliki arti seìcara yuridis yaitu ada atau tidak adanya keìsalahan, 

maka peìngangkut harus beìrtanggung jawab, deìngan tidak adanya beìban peìmbuktian. 

Dapat disimpulkan bahwa pihak peìngangkut seìlalu beìrtanggung jawab tanpa meìlihat 

siapa yang salah. Tanggung jawab ini tidak didasarkan pada peìrjanjian, prinsip 

tanggung jawab ini hanya khusus pada angkutan udara saja, tidak untuk seìmua 

peìngangkutan. 

e. Limitatioìn Oìf Liability 

               Prinsip ini meìmiliki keìteìrkaitan deìngan seìmua tanggung jawab yang ada, 

baik baseìd oìn foìult, preìsumptioìn oìf liability, preìsumptioìn oìf noìn liability, atau 

absoìluteì/strict liability. Prinsip ini meìmbahas meìngeìnai peìmbatasan tanggung jawab 

peìngangkut yang dasarnya meìrupakan peìmbatasan jumlah ganti keìrugian yang harus 

diajabarkan seìsuai deìngan peìngaturan peìrundang-undangan. Peìmbatasan prinsip ini 

dibagi meìnjadi dua yaitu: 

a. Breìakableì Limit yang artikan seìbagai ganti rugi yang dibeìrikan oìleìh  peìngangkut 

masih dapat dimungkinkan untuk meìmbayar meìleìbihi jumlah yang dinyatakan. 

b. Unbreìakableì limit meìmiliki arti tidap dapat dilampaui deìngan alasan apapun, 

seìhingga tanggung jawab ganti rugi dibayar tidak boìleìh meìleìbihi jumlah yang 

dinyatakan.8 

             Tanggung jawab peìrusahaan teìrhadap keìseìlamatan dan keìamanan peìnumpang 

teìlah teìrmuat dalam Undang-Undang Noìmoìr 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, dalam Pasal 192 ayat (1) meìnyatakan bahwa: ‘’ Peìrusahaan angkutan 

umum beìrtanggung jawab atas keìrugian yang dideìrita oìleìh peìnumpang yang meìninggal 

atau luka-luka kareìna peìnyeìleìnggaraan angkutan’’. Oìleìh kareìna itu peìrusahaan angkutan 

 
       8 Soesi Idayanti, Hukum Transportasi, Tri Star Mandiri, Banten, 2023, hlm. 50-55 
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seìbagai wujud tanggung jawab teìrhadap koìrban keìceìlakaan maka wajib beìkeìrjasama 

deìngan PT. Jasa Raharja, seìbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 Undang-Undang 

Noìmoìr 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

3.2 Faktor Yang Tidak Terpenuhinya Tanggung Jawab Sebagai Pelaku Usaha 

Terhadap Penumpang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. 

            Keìtika teìrjadinya keìceìlakaan yang meìngakibatkan keìrugian pada peìnumpang 

yang meìnggunakan jasa PT. Bintang Leìstari Toìur, ada seìjumlah peìrtanggung jawaban 

yang meìleìkat pada peìmilik peìrusahaan, supir dan peìnjaga loìkeìt.9 Beìrdasarkan teìoìri 

coìrpoìrateì liability , teìoìri ini meìngajarkan bahwa peìmilik peìrusahaan atau suatu badan 

yang meìmpeìrkeìrjakan seìseìoìrang harus beìrtanggung jawab atas keìrugian yang 

ditimbulkan oìleìh bawahannya untuk meìngurangi keìrugian yang ditimbulkan oìleìh 

peìkeìrjannya dan meìngurangi keìrugian yang dialami oìleìh  peìrusahaan teìrseìbut, oìleìh 

kareìna itu tanggung jawab atas keìrugian teìrseìbut harus dibagi antara pihak peìmilik dan 

peìkeìrja pada peìrusahaan, akan teìtapi tanggung jawab seìpunuhnya teìtap beìrada pada 

peìmilik peìrusahaan untuk meìmeìnuhi tanggung jawabnya teìrhadap peìnumpang.  

           Peìrusahaan angkutan umum wajib meìmatuhi dan meìmbeìrlakukan keìteìntuan 

teìntang waktu keìrja, waktu istirahat dan peìnggantian peìngeìmudi keìndaraan umum 

apabila keìwajiban teìrseìbut tidak teìrpeìnuhi maka beìrdasarkan UULAJ Noìmoìr 22 Tahun 

2009, Pasal 92 Ayat (2) dikeìnakan sanksi administratif beìrupa : 

a. Peìringatan teìrtulis 

b. Peìmbeìrian deìnda administratif 

c. Peìmbeìkuan izin dan/atau 

 
        9  Kurata Yusbaddry, Kepala UPTD Terminal Lueng Bata, Wawancara Tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 
10:00 WIB. 
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d. Peìncabutan izin. 10 

              Bagi supir yang beìkeìrja malam, paginya harus beìristirahat teìrleìbih dahulu dan 

dilarang meìlanjutkan jadwal peìngangkutan pagi dan siang, kareìna rasa ngantuk dan leìlah 

meìmang bisa datang kapan saja, oìleìh kareìna itu peìmilik meìwajibkan seìtiap supir 

meìmiliki supir peìngganti seìlama peìrjalanan untuk meìnghindari teìrjadinya keìceìlakaan. 

Bagi peìrusahaan faktoìr peìnghambat keìtika teìrjadinya keìceìlakaan adalah unit moìbil yang 

meìngalami keìceìlakaan tidak aktif (tidak beìroìpeìrasi), dari seìgi peìmeìnuhan tanggung 

jawab teìrhadap koìrban keìceìlakaan untuk dana keìmalangan peìrusahaan dibadani oìleìh PT. 

Jasa Raharja, seìleìbihnya pihak peìrusahaan dan peìmilik unit moìbil beìrkunjung, 

beìrsilaturahmi dan meìmbeìrikan santunan biaya seìcukupnya”.11  

             Peìrnyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peìmilik peìrusahaan beìrusaha 

meìnjaga keìseìlamatan peìnumpang dan supir, kareìna salah satu faktoìr keìceìlakaan teìrjadi 

bukan hanya diseìbabkan tidak layaknya keìndaraan moìbil teìtapi bisa juga diseìbabkan oìleìh 

supir, seìlama peìrjalanan supir meìmiliki tanggung jawab yang beìsar teìrhadap peìnumpang 

bukan hanya seìkeìdar meìngantarkan peìnumpang sampai pada teìmpat tujuannya. 

Peìrusahaan meìmeìnuhi tanggung jawab teìrhadap koìrban keìceìlakaan deìngan meìmbeìrikan 

santunan Jasa Raharja dan beìrsilaturahmi kareìna adanya keìpeìdulian dan rasa 

keìmanusiaan.  

            Salah satu supir seìring kali meìngalami keìleìlahan, teìtapi sudah tanggung jawab 

kami beìkeìrja sudah seìpeìrti ini untuk meìmeìnuhi keìbeìtuhan keìluarga dan anak. Kadang 

meìmang rasa ngantuk sulit untuk dihindari apalagi koìndisi didalam moìbil full Air 

Coìnditioìneìr (AC), dan tidak bisa meìroìkoìk, peìnumpang ingin ceìpat sampai tujuan apalagi 

 
        10 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan. 
         11  Bapak Yusnan Hendra, Sebagai Pemilik Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour, Wawancara Tanggal 
27 September 2024, Jam 15 : 30 WIB. 
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pada peìmbeìrangkatan malam yang  beìsoìknya hari seìnin, peìnumpang ingin ceìpat sampai 

kareìna masuk keìrja pagi, deìngan teìrpaksa supir meìlaju deìngan keìceìpatan keìncang untuk 

meìngeìjar waktu”. 12 

             Suatu peìrbuatan meìlawan hukum diawali deìngan adanya peìrbuatan dari peìlaku, 

peìrbuatan meìlawan hukum diatas beìrsifat aktif kareìna seìseìoìrang meìlakukan peìrbuatan 

dan meìnimbulkan keìrugian bagi oìrang lain.13 Dari peìrnyataan diatas meìrupakan 

peìrbuatan meìlawan hukum yang dilakukan oìleìh supir yang meìmutuskan meìlanjutkan 

peìrjalanan deìngan koìndisi teìngah keìleìlahan yang meìngakibatkan kurangnya koìseìntrasi 

saat meìngeìmudi. Hal teìrseìbut beìrteìntangan deìngan keìteìntuan Pasal 106 Ayat (1) UULAJ 

Noìmoìr 22 Tahun 2009 yang meìnyatakan  bahwa ; ‘’Seìtiap oìrang meìngeìmudi keìndaraan 

beìrmoìtoìr dijalan wajib meìngeìmudi keìndaraanya deìngan wajar dan peìnuh koìnseìntrasi”. 

            Seìbagai supir seìlalu beìrusaha meìmeìmbeìrikan keìnyamanan dan keìseìlamatan 

yang baik teìrhadap peìnumpang, beìrsikap ramah dan proìfeìsioìnal. Saya seìlalu 

mingginggatkan peìnumpang untuk meìnggunakan sabuk peìngaman, teìtapi masih ada 

peìnumpang yang tidak mau meìnggunakannya. Namun ada seìbagian peìnumpang 

meìmbuat saya geìram kareìna tidak disiplin, meìmbawa barang beìrleìbihan dan ada 

peìnumpang yang duduk dikursi beìlakang supir meìleìtakkan kaki keìbeìlakang kursi supir 

dan meìneìndang kursi supir dari beìlakang tanpa disadari, meìrusak keìnyamanan supir’’.14 

             Peìrnyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keìseìlamatan dan keìnyamanan  bukan 

hanya harus dipeìnuhi oìleìh supir saja teìtapi juga oìleìh  peìnumpang. Cara untuk 

meìnyeìmpurnakan keìseìlamatan antara peìnumpang dan supir yaitu harus beìrkoìmunikasi 

 
        12  Bapak Surya, Sebagai Supir PT. Bintang Lestari Tour, Wawancara Tanggal 20 November 2024, Jam 
11:00 WIB. 
        13 Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia Jilid II, Cita Pustaka Media Perintis, 2012, hlm 
104 
        14 Bapak Dedy, Sebagai Supir PT. Bintang Lestari Tour, Wawancara Tanggal 25 November 2024, Jam 
14 : 00 WIB. 
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deìngan baik dan jeìlas, peìnumpang harus meìrasa nyaman dan saling meìnginggatkan supir 

jika meìrasa tidak aman. Oìleìh kareìna itu hal teìrseìbut dapat meìningkatkan keìsadaran 

beìrsama dapat meìnciptakan lingkungan beìrkeìndara yang aman. 

 Beìrdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT.   Bintang Leìstari 

Toìur beìrusaha meìmeìnuhi tanggung jawabnya teìrhadap peìnumpang seìbagai koìrban 

keìceìlakaan deìngan meìmbeìrikan santunan Jasa Raharja dan santunan dari peìmilik moìbil 

dan peìrusahaan. 

           Namun tidak teìrpeìnuhinya tanggung jawab untuk    meìngurangi reìsikoì keìceìlakaan 

adalah kurangnya keìsadaran supir untuk teìrus beìrhati-hati, dan kurangnya keìsadaran 

peìnumpang untuk meìngikuti proìseìdur seìlama peìrjalanan. Dari seìgi dana peìrusahaan 

untuk meìmeìnuhi tanggung jawabnya teìrhadap peìnumpang koìrban keìceìlakaan seìlalu 

cukup tidak adanya hambatan. 

4. Kesimpulan         

Beìrdasarkan peìrmasalahan yang teìlah diteìliti oìleìh peìnulis meìngeìnai, Tangung 

Jawab Peìrusahaan Teìrhadap Keìseìlamatan Dan Keìamanan Peìnumpang Di PT. Bintang 

Leìstari Toìur Banda Aceìh, dapat disimpulkan seìbagai beìrikut Peìrusahaan bintang leìstari 

toìur beìrusaha meìlaksanakan peìngangkutan peìnumpang deìngan beìrpeìdoìman pada 

Undang-Undang Noìmoìr 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keìtika 

teìrjadinya keìceìlakaan yang meìngakibatkan keìrugian pada peìnumpang, peìmilik peìrusahan 

meìmiliki tanggung jawab peìnuh untuk meìmbeìrikan peìrtoìloìngan. Maka dari itu pada hasil 

wawancara deìngan peìmilik peìrusahaan beìliau meìngasuransikan peìnumpang dan supir 

untuk meìmeìnuhi tanggung jawabnya, apabila teìrjadi keìceìlakaan ada santunan dari jasa 

raharja, dan santunan seìcukupnya dari peìrusahaan dan peìmilik unit moìbil, dan 

beìrsilaturahmi adalah hal yang paling diutamakan. 
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